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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 99 TAHUN 2022 

TENTANG   

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  a. bahwa  untuk mewujudkan Basis Data Kemiskinan yang 

akurat dan terverifikasi sebagai bahan rujukan Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Probolinggo, maka 

perlu dilakukan peninjauan terhadap kebijakan 

Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Probolinggo yang telah ditetapkan melalui 

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 

42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan 

Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota 

Probolinggo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 tahun 

2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo; 
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Mengingat  :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah 

dengan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 6397); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
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6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5235); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  

Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 32); 

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 
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11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 79 TAHUN 

2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 

tentang  Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 79) sebagaimana 

telah diubah dengan  Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 42), diubah 

sebagai berikut : 

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan setelah ayat (3) 

ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 15 

(1) Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat miskin, ULT-PK akan 

menerbitkan identitas berupa kartu miskin “BESTARI” kepada masyarakat 

miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang 

ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mempunyai masa 

berlaku paling lama 3 tahun sekali. 

(2) Bagi masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam basis Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (pemohon baru) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

akan diberikan identitas berupa Kartu Miskin “PENDHALUNGAN”. 

(3) Dengan terbitnya identitas berupa Kartu miskin “BESTARI” dan 

“PENDHALUNGAN”, maka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak diakui. 

(4) Kartu miskin “PENDHALUNGAN” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 

paling lama 3 (tiga) tahun. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah Kota Probolinggo. 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal 30 Desember 2022 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal 30 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 99 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H 
NIP. 19780608 200903 1 004 


